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This study examines the legal issues related to the authentic
PPAT deeds in the context of evidentiary power (vis probar
which arise due to the inconsistency between Article 1868 ¢
Civil Code and PP No. 24 of 201By using normative lega
research methods and legislative, conceptual, and anal
approaches, this study highlights the ambiguity of nor
regarding the status of PPAT deeds as authentic deeds.
results of this study are that PPAT Deeds have a jposias
authentic deeds that meet the requirements of Article 1868 ¢
Civil Code, although their form is regulated through regulatic
under the Law, such as Government Regulations
Regulations of the Minister/Head of BPN, based on the princ
of lex specialis derogat legi generali, this deed function:
authentic evidence with perfect evidentiary power (vis proba
in national land law, according to the mandate of Law Numbx
of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). -
ensure compdince with the principles in the hierarchy of la
and regulations, it is necessary to reconstruct the norms rel
to PPAT deeds so that their position is equal to notarial di
that have been clearly regulated in the law. This alignmer
important to avoid ambiguity of norms and strengthen leg
protection of land rights in the national legal system

Abstrak

Penelitian ini  mengkaji permasalahan hukum terk
keautentikan akta PPAT dalam konteks kekuatan pembul
(vis probandj, yang timbul akibat ketidaksesuaian antara P&
1868 KUHPerdata dan PP No. 24 Tahun 2016. Denc
menggunakan metode penelitian hoku normatif dan
pendekatan perundangndangan, konseptual, serta analiti
kajian ini menyoroti kekaburan norma mengenai status
PPAT sebagai akta otentilhdapun hasil penelitian ini bahw
Akta PPAT memiliki kedudukan sebagai akta otentik yi
memenuhiyarat Pasal 1868 KUHPerdata, meskipun bentuki
diatur melalui peraturan di bawah Undarldndang, seperti
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri/Kepala BF
berdasarkanasas lex specialis derogat legi generadta ini
berfungsi sebagai alat buktiesitik dengan kekuatan pembukti
sempurna ¥is probandi dalam hukum tanah nasional, sest
mandat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentan
Peraturan Dasar PokeRokok Agraria (UUPA). Untuk
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memastikan kesesuaian dengan asas dalam hierarki pere
perundang-undangan, diperlukan rekonstruksi norma terki
akta PPAT agar kedudukannya setara dengan akta notaris
telah diatur jelas dalam undangndang. Penyelarasan in
penting untuk menghindari kekaburan norma dan memperk
perlindungan hukum atas hakak tanah dalam sistem hukur
nasional

1. Pendahuluan

Keberadaan Notaris dan PPAT di Indonesia sangat erat kaitannya dengan fungsi dan
tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas hukum. Para Notaris dan PPAT
dilengkapi dengan pemahaman hukum yang kompre hensif, mengingat tugas mereka
tidak hanya terbatas pada pengesahan tanda tangan, tetapi juga mencakup penyusunan
akta serta memberikan nasehat hukum sesuai kebutuhan sebelum akta tersebut disusun
dan ditandatangani .t Definisi Notaris diatur dalam ketentua n Pasal 1Angka 1 Undang o
Undang Nomor 2 Tahun 2014 teitang Perubahan atas Undang 6 Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(selanjutnya disebut UUJN), yang mengatur bahwa

ONotaris adalah pejabat umum Yyang berdanenang un

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang ini atau

berdasarkan undang-undang lain 6. &edangkan definisi Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabata Pejabat
Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 2016) sebagaimana dijelaskan
pada Pasal 1 ayat (1)6R&jabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta -akta otentik mengenai

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susuno.

PP 24 Tahun 2016ertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak -hak atas
tanah. Sesuai dengan ketentuandalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), pemerintah diwajibkan untuk
melaksanakan pendaftaran tanah. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah(selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997)
mengatur pembentukan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang memiliki
kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Akta tersebut
kemudian menjadi dasar dalam proses pendaftaran tanah, yang sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 7PP No. 24 Tahun 1997

Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik,
beroperasi berdasarkan ketentuan yang ada dalam UUJN. Sementara iu, Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang juga merupakan pejabat umum, menjalankan
tugasnya berdasarkan PP 24 Tahun 2016 PPAT memegang peranan penting dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah yang diamanatkan oleh UUPA, serta diatur lebih lanjut
dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1S Abdill ah, 0OBatasan Ke we n an g d@sAPPAD eDalam TEalukasig u n g
Prosedur Pembuatan Akta Ot ent iJournBlioftEdunation Resda@tr i

4, no. 1 (2023): 6d72, https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125.
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1961tentang Pendaftaran Tanah  PPAT membuat akta yang berfungsi sebagai bukti sah
dari perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik

atas satuan rumah susun. Akta tersebut digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran
perubahan data pada sistem pendaftaran tanah yang terjadi akibat perbuatan hukum
tersebut.2

Secara umum, terdapat kecenderungan untuk menyamakan kekuatan pembuktian akta
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan akta otentik sebagaimana
diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini
sering kali disalahpahami sebagai memiliki kekuatan pembuktian yang o0sempurnad, 6
seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, aspek penting yang
sering diabaikan adalah bahwa peraturan mengenai jabatan PPAT dan pengaturan
terkait akta PPAT sebagai akta otentik harus diselaraskan dengan ketentuan hukum
tanah nasional yang diatur dalam UUPA. Terutama, pengaturan ini terkait dengan
sistem pendaftaran tanah yang menjadi dasar bagi validitas dan kekuatan hukum
perbuatan hukum yang dilakukan melalui akta PPAT .3 Pengaturan mengenai jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara umum tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2016). Ketentuan ini kemudian diperkuat dan
diperjelas melalui pembaruan yang diat ur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepal a Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut
PERKABAN No. 2 Tahun 2018). Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam
mengatur pelaksanaan tugas, kewenangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
PPAT di Indonesia 4

Akta PPAT berperan sebagai al at bukti tertulis
terkait hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, sebagaimana diatur

dalam PP No. 24 Tahun 216. Adapun pengaturan mengenai bentuk akta yang dibuat

oleh PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997dan PP No. 37 Tahun 1998yang telah

diubah dengan PP No. 24 Tahun 2016 Lebih lanjut, terkait dengan bentuk, isi, jenis,

serta prosedur pembuatan akta PPAT, pengaturannya diatur oleh Peraturan Menteri
Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah selanjutnya disebut (PERKABAN Nomor 16 Tahun 2021)5

Akta otentik dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak
yang menerima hak, sehingga pemegang hak tersebut dapat mempertahankan haknya
dari klaim atau tuntutan pihak lain yang berusaha merebut hak tersebut. Untuk

2 Putri, Nabi | a Mazaya, and Henny Marl yna, OPel anggaran J
Hukum Yang Dilakukan Ol eh Notaris DaAttabiurnMenj al anKk @
Jurnal llmu Hukum Kenotariatars, no. 1 (2021): 6877, https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644.

3 Agus Toni Purnayasa, O0Aki bat Hukum Terdegradasinya Akt
Syar at Pembuat an ActakCbnaitasA dutna RukumkKenibtariatar8, no. 3 (2019):

3953409, https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01.

4 lbid. 397
5Abdil Il ah, 0Batasan Kewenangan -BPAT Dalam rEdulasin g Jawab
Prosedur Pembuatan Akta Otent iGpCiD69t i nj au Dari Pasal
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memastikan perlindungan dan kepastian hukum dalam proses pengalihan,

pemindahan, serta pembebanan hak atas tanah atau hak milik ates satuan rumah susun,
dibutuhkan seorang pejabat yang memiliki kewenangan khusus dalam hal ini. Pejabat
yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).S

Problem hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini beranjak dari ketentuan Pasal
1868Kitab Undang 6 Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang
mengatur bahwa 6 Suatu akta otenti k adalah suatu akta
ditentukan oleh undang -undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai -pegawai umum
yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya 6. @erdasarkan Pasal di atas
syarat akta otentik terdiri atas tiga yaitu: (1) Akta otentik dibuat dalam bentuk yang
telah ditentukan oleh undang -undang; (2) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang dan; (3) Akta otentik y ang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Akta
otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata,
sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Apabila ditinjau lebih lanjut akta
PPAT sebagai akta otentik harus dibuat berdasakan Pasal 1868 KUHPerdata
sebagaimana dalam pasal tergbut termaktub klausul 6Swatu akta otentik adalah suatu
akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang -undang®. 6Sedangkan merujuk
pada akta PPAT justru diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Angka 4 yang mengatur bahwa Oafita yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti
telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Mili k Atas Satuan Rumah Susunbé.

Berdasarkan hirearki pada dasarnya berpedoman pada beberapa teori yang perlu
dipahami oleh perancang yakni oteori jenjang normad.dHans Nawiasky, salah satu
murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori j enjang norma dalam
kaitannya dengan suatu negara.” Hirearki peraturan perundang o undangan diatur
dalam Undang & Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang d Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, dan terakhir
diubah dengan Undang -undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan yang dimana pengaturan hierar ki tersebut termaktub dalam Pasal 7 ayat (1)
mengatur bahwa o0Jeni s dan hunéangarr terdiri aRg€ mat ur an F
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat; c¢. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah
Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 8 &elanjutnya pada ayat (2)
Kekuatan hukum Peraturan Perundang -undangan sesuai dengan hierarki sebagamana
dimaksud pada ayat (1).8

6S. F Pauji ah, oPerjanjian Jual Bel i Tanah Di Bawa
UndangdUndang Hukum Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 Tentang Hwunal Kébarmag & | rml 4 a(B023): 5364,
https://doi.org/paramarta.web.id/ index.php/ jurnalkebaruan/article/view/329.

71. N. P. B. Atmadja and |. Budiartha, TeoriTeori Hukum ed. Instrans Publishing (Malang:
Setara Press, 2018h. 41

8 M. F Berry, OPembent ukan Tedrain g ¥ehanédnadiyahallaw Per und a |
Review2, no. 2 (2021): 8391, https://doi .org/10.24127/Ir.v2i2.1461.
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Pembahasan mengenai isu hukum dalam konteks ini berfokus pada kekaburan norma
terkait autentisitas akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai alat bukti yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu
akta otentik harus memenubhi tiga syarat utama: dibuat dalam bentuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dibuat di hadapan
pejabat tersebut. Akta yang dibuat oleh PPAT memang secara umum dianggap sebagi
akta otentik. Namun, dasar pengaturannya bukanlah undang -undang, melainkan
Peraturan Pemerintah, yakni PP No. 24 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari PP
No. 37 Tahun 1998. Permasalahan muncul karena berdasarkan hierarki peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang -Undang No. 12 Tahun 2011,
peraturan pemerintah berada di bawah undang -undang. Dengan demikian, keberadaan
akta PPAT yang hanya diatur melalui peraturan pemerintah menimbulkan kekaburan
norma. Hal ini berbeda dengan akta notaris y ang secara eksplisit diatur dalam Undang-
Undang Jabatan Notaris, sehingga kedudukannya sebagai akta otentik tidak diragukan.
Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengenai apakah akta PPAT dapat dianggap
memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatu r dalam KUHPerdata,
mengingat dasar hukumnya tidak selevel dengan undang-undang yang secara tegas
mensyaratkan bentuk otentik tersebut.

Dalam hukum perundang & undangan nasional, terdapat beberapa asas dalam
membentuk Peraturan Perundang-undangan yang dima na harus dilakukan berdasarkan

pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik. Asas tersebut
diatur pada Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang -

Undangan, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejakat pembentuk yang tepat;

kesesuaian antara jenis, hiearki, dan materi muatan;

c
d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
f

kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Dari beberapa asas tersebut, penelitian ini memfokuskan pada asas kesesuaian antar
jenis, hirearki, dan materi muatan. Dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 6Yang
dimaksud dengan 0aSas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muata® adalah
bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan.

Asas kesesuaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf ¢ UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa dalam
menyusun peraturan harus diperhatikan keterkaitan antara jenis peraturan, posisi
hierarkisnya, dan isi atau materi muatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan harus
disusun secara konsisten dengan aturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang -
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undangan dan sesuai dengan jenis peraturan yang ada® Namun, dalam kasus akta
PPAT, terdapat ketidakjelasan terkait kekuatan hukum autentisitasnya. Menurut Pasal
1868 KUHPerdata, akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang diatur oleh undang -
undang. Sementara itu, akta PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016, bukan melalui
undang-undang, yang secara hierarki memiliki kedudukan lebih rendah. Hal ini
menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas kesesuaian. Dalam konteks ini,
masalah muncul karena akta PPAT dianggap otentik, tetapi pengaturannya dalam
peraturan yang lebih rendah secara hierarki, seperti peraturan pemerintah, tidak sejalan
dengan syarat yang ditetapkan oleh KUHPerdata yang menekankan pentingnya
pengaturan dalam undang -undang untuk akta otentik. Selain itu, undang -undang yang
mengatur notaris secara spesifik ada, sementara aturan untuk PPAT tidak diletakkan
pada level yang sama. Hal ini bisa berpotensi mengurangi kredibilitas dan kepastian
hukum akta PPAT sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Jadi, dalam
permasalahan ini, asas kesesuaian antara jenis peraturan, hieraki, dan materi muatan
tampaknya diabaikan, karena aturan tentang akta PPAT diletakkan di bawah peraturan
pemerintah, bukan undang-undang yang seharusnya memuat ketentuan otentisitas
tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini yang hendak dibahas yaitu: Bagaimana kedudukan akta PPAT
sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna ( vis probandj
dalam hukum tanah nasional ? Dan bagaimana intensitas asaskesesuaian antara gnis,
hierarki, dan materi muatan terhadap kekuatan pembuktian akta PPAT dalam
pengadilan ? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis

kedudukan hukum akta PPAT sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan

pembuktian sempurna dalam sistem hukum tanah nasional, khususnya dalam

kaitannya dengan penerapan asas kesesuaian Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk memahami bagaimana asas kesesuaiartersebut mempengaruhi peran akta PPAT
dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dengan demikian, penelitian ini akan

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan pembuktian akta
PPAT dalam konteks hukum pertanahan dan dampak asas kesesuaianterhadap
perlindungan hak -hak pihak yang terkait dalam proses tersebut. Hasil dari penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai posisi akta PPAT dalam penyelesaian sengketa tanah dan
bagaimana penerapan asas kesesuaian dapat memperkuat atau memodifikasi

kedudukan alat bukti tersebut dalam praktik hukum tanah nasional .

Penelitian ini merupakan pembaharuan isu hukum yang dikemukakan oleh beberapa
penul i s, d iMade Dwila Gamgyy dan |dPutu Rasmadi Arsha Putra 6 , dengan
judul p enel iKekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris
Penggantio . Penelitian i ni Bagambhnakala sedudulan tdann g 0
keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti? Dan Bagaimanakah kekuatan
pembuktian akta yang dibuat oleh Not aris Pengganti?.1© Selanjutnya, terdapat

° Peradi DPC Tasi kmal aya, 0OAsas Kesesuaian Antara
Peradi, 2022, https://peradi -tasikmalaya.or.id/asas -kesesuaianantara-jenis-hierarki-dan-
materi-muatan/. diakses pada tanggal 23 Oktober 2024

10 Gangga, Made Dwi ki , and Rasmadi Arsha Putra, o0Ke
Yang Dibuat Ol e h NActa €onitas : Jareah guemnKenotariatar8, no. 3
(2023): 54959, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12.
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penelitian lain yang dilakukan oleh Andien Hasea Sihotang, Jacobus Jopie Gilalo,
Sudiman Sihotang d e ngan Kedullukdn Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) yang Menggunakan ldentitas Palsu dalam Pembuktian Tindak Pidana o .
Penelitian i ni mleckubtanhakta PPAE dalam rpgmbuktian pidana
terhadap adanya pemalsuan dokumen yang bisa berimbas kepada PPAT setidak
tidaknya menjadi saksi telah terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu
kedalam akta dan tindak pidana pemalsuan dokumen atau den gan dugaan turut
membantu terjadinya perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dalam membuat
akta jual beli . 16 Kedua penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki
kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal membahas kekuatan pembuktian
akta otentik, khususnya akta yang dibuat oleh PPAT atau notaris, sebagai alat bukti
dalam hukum. Persamaannya dengan penelitian Made Dwiki Gangga dan | Putu
Rasmadi Arsha Putra adalah fokus pada kekuatan pembuktian akta otentik, meskipun
penelitian mereka lebih terfokus pada akta yang dibuat oleh notaris pengganti,
sementara penelitian ini berfokus pada akta PPAT dan penerapan asaskesesuaian
Sedangkan, perbedaan dengan penelitian Andien Hasea Sihotarg dkk., terletak pada
konteks kasus. Penelitian mereka lebih menyoroti akta PPAT yang terkait dengan
pemalsuan identitas dalam ranah pidana, sedangkan penelitian ini membahas kekuatan
pembuktian akta PPAT dalam konteks hukum tanah nasional dan bagaimana asas
kesesuaian mempengaruhi kekuatan alat bukti tersebut dalam penyelesaian sengketa
Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul o0Kedudukan Akta
PPAT Sebagai Autensitas Alat Bukti Sempurna Untuk Mencapai Vis -Probandi Dari
Perspektif Asas Kesesuaiané .

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang -
undangan, konseptual, dan analisis. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber
primer, yaitu peraturan perundang -undangan, serta sumber sekunder seperti buku dan
jurnal hukum yang relevan. 12 Peneltian ini menyoroti kekaburan norma yang muncul
dari ketidaksesuaian antara Pasal 1868 KUHPerdata danPP No. 24 Tahun 2016. Pasal
1868 menyatakan bahwa akta otentik harus memenuhi tiga syarat kumulatif , salah satu
syarat tersebut adalah akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang -
undang tetapi akta PPAT diatur dalam peraturan pemerintah, yang memiliki
kedudukan lebih rendah dalam hierarki perundang -undangan menurut Pasal 7 UU No.
12 Tahun 2011. Akibatnya, autentisitas dan kekuatan pembuktian akta PPAT sebagai
alat bukti sah dalam sengketa hukum tanah dipertanyakan, berbeda dengan akta notaris
yang diatur secara jelas dalam UU Jabatan Notaris. Ketidakjelasan ini menimbulkan
keraguan tentang pengakuan akta PPAT sebagai alat bukti otentik.

1 A, H. Si hot ang, J. J. Gil al o, and S. Si hot ang,
Akta Tanah (PPAT) Yang Menggunakan Identitas Pal su Dal am Pembukti an

Karimah Tauhid3, no. 10 (2024): 1165911665, https://doi.org/ 10.30997/ karimahtauhid.
v3i10.15650.

12 | Made Pasek Diantha and Ni Ketut Supasti Dharmawan, Metode Penelitian Hukum &
Penulisan Disertas{Denpasar: Swasta Nulus, 2018)h. 5
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3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Otentik Yang Memiliki Kekuatan
Pembuktian Sempurna ( Vis Probandi) Dalam Hukum Tanah Nasional

Pasal 1868 KUHPerdatame ngat ur b a h wa oteati$ adalahusuat kakta yang
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang -undang, dibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya 6.8
Berdasarkan Pasal di atas syarat akta otentik terdiri atas tiga yatu: (1) Akta otentik
dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang -undang; (2) Akta otentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang dan; (3) Akta otentik yang dibuat dihadapan
pejabat yang berwenang. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyarat kan dalam
Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. 3 Apabila
ditinjau lebih lanjut akta PPAT sebagai akta otentik harus dibuat berdasarkan Pasal 1868
KUHPerdata sebagaimana dalam pasal tersebut termaktub klausul 6Satu akta aentik
adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undangd.6
Sedangkan merujuk pada akta PPAT justru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahAngka 4 yang mengatur bahwa
Oafita yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susund.14

Untuk menilai apakah akta PPAT term asuk akta otentik, rujukan utamanya adalah Pasal

1868 KUHPerdata. Dari tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akta dianggap

otentik menurut pasal ini, dua syarat sudah terpenuhi, namun satu syarat belum, yakni

bahwa akta tersebut harus dibuat dalam format tertentu yang diatur oleh Undang -

Undang (wet). Dalam sistem hukum Indonesia, istilah dUndang-Undang (wet)6 berbeda

dari operaturan perundang -undangan.6 Hal ini dijelaskan dalam UU No. 15 Tahun 2019

yang mengubah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan Peraturan Perundang-

undangan. Pasal 1 Angka 2 menyat akan bahwa 0 p eundahgamr a n peru
adalah aturan tertulis yang memuat norma hukum bersifat umum dan mengikat, serta

dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai prosedur yary

diatur oleh perundang-undangan. 0 Sedangkan, dJenfdiamigDi dar
dijelaskan dalam Angka 3, y a k ni -Uodbng dadafaly peraturan perundang -
undangan yang dibentuk ol eh DPR dengan persetuj

Sebelum adanya UU No. 12 Tahun 2011, definisi peraturan perundang & undangan lebih

dulu diatur dalam Undang & Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang @ Undangan. Dalam peraturan tersebut memberikan pengertian

perundang o undangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 yaitu 0 Braturan
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara

atau pej abat yang ber wenang dan meAngga B at seca
mengatur definisi Undang 8 Undang y ai t dndand) adhlahn Beraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan

persetujuan bersama Presided .

13 K. A. Septianingsi h, . N. P. Budi art ha, and A. ,
Otentik Dalam Pemb u kt i an Per k aurnal ArRlegi Hulumz, nod 3 (2020): 33840,
https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336 -340.

14 |bid. 338

15 Q. Intansari and E . Rat na, 0Keotenti kan Akta Pejabat Pembt
Notarius 16, no. 2 (2022): 91&2, https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41540.
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Pengertian perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 10
Tahun 2004 telah diperbarui, diperluas, dan dipertegas melalui Pasal 1 Angka 2 UU No.
12 Tahun 2011 Selanjutnya, peraturan tersebut mengalami beberapa perubahan,
termasuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan perubahan
terakhir diatur dalam Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Walaupun terdapat beberapa perubahan dalam peraturan yang mengatur pembentukan
peraturan perundang -undangan, definisi tentang Undang -Undang, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 10 Tahun 2004 maupun Pasal 1Angka 3 UU
No. 12 Tahun 2011, tetap konsisten. Dengan demikian, ketentuan mengenai bentuk akta
yang harus sesuai dengan peraturan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, harus dipahami sebagai Undang-Undang (wet)
yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 15 Tahun 2019. Lebih lanjut, dalam
peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai akta otentik yang tidak
memerlukan bentuk tertentu dan diatur oleh Undang -Undang owketd sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, dapat ditemukan dalam Pasal 101 sub a UU
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut
UU Peradilan Tata Usaha Negara}®

Pasal 101 sub hurd a UU Peradilan Tata Usaha Negara dinyatkan pada pokoknya
sebagai berikut dakta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang
pejabat umum, yang menurut peraturan perundang -undangan berwenang membuat
surat itu dengan maksud untuk diperguna kan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau
peristiwva hukum yang tercantum di dalamnya. 6 Bengertian akta otentik yang diatur

dalam Pasal 101 sub huruf a UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak
menekankan bentuknya akta tertentu dan ditentukan oleh Undang-Undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik yang diatur dalam
Pasal 101 sub huruf aUU Peradilan Tata Usaha Negaratersebut lebih menekankan atau
menentukan bahwa akta otentik berupa surat tersebut dibuat oleh atau dihada pan
Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di dalam | ingkup wilayah kerjanya. 17
Sehingga surat sebagai alat bukti berupa akta otentik dalam rangka pembuktian
dipersidangan pada umumnya, Peradilan Tata Usaha Negara khususnya, harus
memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 101 sub huruf a UU Peradilan TUN tersebut.

Unsur Pejabat Umum yang disebutkan dalam Pasal 101 sub aUU Peradilan Tata Usaha
Negara dapat dipahami sesuai dengan Pasal 1Angka 1 PP No. 37 Tahun 1998 dan Pasal
1 Angka 1 PP No. 24 Tahun 2016. Didalamnya, PPAT disebut sebagai6p@&jabat umum
yang diberikan wewenang untuk membuat akta -akta otentik terkait transaksi hukum
tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
S u s u dika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 101 sib a UU Peradilan Tata Usaha

16 S. L. Gaol , 0Kedudukan Dan Kekuatan Akta Pejabat
Pembukti an Berdasar kan HuraldmahTHakmalirgaiNaaad0, oonla | , 6
(2020): D31, https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.407.

17 |bid. 12
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Negara, meskipun bentuk akta PPAT tidak ditentukan secara eksplisit dalam Undang -
Undang (wet), melainkan diatur melalui peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan

Peraturan Menteri atau Kepala BPN RI, akta yang dibuat PPAT tetap bisa dianggap
sebagai akta otentik. Berdasarkan Oasas lex specialis derogat legi genérétikta yang
dihasilkan oleh PPAT sebagai Pejabat Umum memenuhi syarat otentisitas, meskipun
bentuknya tidak diatur langsung dalam Undang -Undang seperti yang dimaks ud dalam
Pasal 1868 KUH Perdata!s

Bentuk akta PPAT diatur melalui peraturan perundang -undangan, salah satunya adalah
Pasal 38 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, yangenetapkan bahwa 6B&ntuk, isi, dan cara
pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri. 8 Aturan serupa juga terdapat dalam
Pasal 21 PP No. 37 Tahn 1998, yang menyebutkan bahwa 6a#ta PPAT dibuat dengan
bentuk yang ditetapkan oleh Menteri. & 8elain itu, rincian mengenai bentuk, isi, jenis,
dan prosedur pembuatan akta PPAT diatur lebih lanjut dalam Pasal 95 dan Pasal 96
Permen Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah Di sisi lain, blangko akta PPAT diproduksi dan diterbitkan
oleh BPN, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 PERKABANNo. 2 Tahun 20181

Selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 sub huruf a UU Peradilan Tata Usaha
Negara, terdapat pula penegasan yang tercantum dalam alinea kedua Angka ke-7
Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah(UU No. 4 Tahun 1996). Inti

dari peraturan tersebut menyatakan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang memiliki

kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah
serta aktaakta lain yang berkaitan dengan pembebanan hak atas tanah. Bentuk akta
tersebut ditentukan dan berfungsi sebagai bukti per buatan hukum tertentu yang

berkaitan dengan tanah di wilayah kerja masing -masing PPAT. Oleh karena itu, akta
yang disusun oleh PPAT dianggap sebagai akta otentik. Penegasan ini meneguhkan
bahwa seluruh akta yang disusun oleh PPAT, yang bentuk dan prosedurnya diatur

dalam PERKABAN Nomor 16 Tahun 2021, dikategorikan sebagai akta otentik.
Berdasarkan alinea kedua Angka ke-7 Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1996, tidak
ada lagi alasan untuk meragukan keotentikan akta yang dibuat oleh PPAT, meskipun

bentuknya diat ur oleh peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah atau

Peraturan Menteri/Kepala BPN, dan bukan langsung oleh Undang -Undang

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdataz°

Selain itu, penting untuk mencermati lebih lanjut bahwa sebagai mana tertuang dalam
kalimat énbe ni mbangé p &d BahuR P998Nentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, bahwa PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat At
Tanah disusun untuk memastikan kepastian hukum terkait hak -hak atas tanah. UUPA

18 B. D. Talitha, oOKeabsahan Penyel enggaraan Rapat
Tele ¢ o n f e Daxtoral dissertation(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021).
19 A, S. Hamz ah, M. Ar ba, and R Yuniansari, OFungsi

Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Tawali, Ke camatan Wera, Kabupaten
B i malyrmal Kompilasi Hukun8, no. 2 (2023): @13, https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.136.

20 Gaol , 0Kedudukan Dan Kekuatan Akt a Pej abat Pemb
Pembukti an Berdasarkan HwlCiml8Tranah Nasional . 6
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mengamanatkan Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Selanjutnya,
dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut, diatur dalam PP No. 24 Tahun
1997 tentang Padaftaran Tanah, yang menetapkan jabatan Pejabat Perbuat Akta Tanah
yang diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti atas perbuatan hukum tertentu
yang berkaitan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang
akan dijadikan dasar dalam proses pendaftaran. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal
7 PP No. 24 Tahun 1997, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah melalui suatu Peraturan Pemerintah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskip un bentuk akta PPAT diatur
oleh peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah
atau Peraturan Menteri/Kepala BPN, dan bukan oleh Undang -Undang sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta PPAT yang diatur dalam PP No. 24
Tahun 2016 merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang berasal dari Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) .. Dengan
demikian, meskipun akta yang disusun oleh PPAT mengacu pada peraturan di bawah
Undang-Undang, otentisitasnya tetap terjamin karena peraturan tersebut merupakan
tindak lanjut langsung dari perintah UUPA, yang memiliki kedudukan lebih tinggi
dalam hierarki peraturan perundang -undangan.

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwaodsuatu akta otentik harus
dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan bentuk
yang ditetapkan oleh undang -undang®d, @alam konteks ini tidak bertentangan dengan
peraturan mengenai akta PPAT. Hal ini disebabkan oleh sifat akta PPAT yang diatur
sebagai akta otentik berdasarkan mandat eksplisit dari UUPA, serta aturan
pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri/Kepala BPN.

Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan PPAT dalam PP No. 24 Tahun 2016
juga memperkuat posisi PPAT sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat alat bukti otentik terkait perbuatan hukum tertentu atas tanah. Ketentuan ini
mendukung tujuan utama pendaftaran tanah sebagaimana dimandatkan oleh UUPA,
yaitu untuk mem berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak
tanah.

Dengan demikian, akta PPAT memiliki kedudukan sebagai akta otentik meskipun

bentuk dan tata cara pembuatannya diatur oleh peraturan di bawah Undang -Undang.
Hal ini sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang -undangan, di mana
peraturan pelaksana tetap sah sepanjang merupakan implementasi langsung dari
perintah Undang -Undang yang lebih tinggi. Penegasan otentisitas akta PPAT juga
memberikan jaminan kepastian hukum dalam transaksi dan p embuktian perbuatan
hukum terkait hak atas tanah, yang menjadi landasan penting dalam sistem hukum
agraria di Indonesia. Selanjutnya akta PPAT merupakan akta otentik diperkuat dengan
pendapat Phipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu: 616 Di dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang -undang (bentuknya baku); 2. Dibuat oleh dan dihadapan
Pejabat Umum.62! Berdasarkan Pasal 1Angka 1 PP No. 24 Tahun 2016 Pejabat Pembuat
Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan

21 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonegitakarta: Prenada Media, 2018)h.
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